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PEDOMAN TRANSLITERASI
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titk di
bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin S es
ش syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di
bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di
bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di
bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di
bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
x
ء hamzah , apostof
ي ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ̕
).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah a a
 ِا kasrah i i
 ُا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i
 َْﻮ fatḥah dan wau au a dan u
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,






..... | َا َى. fatḥah dan alif
atau yā’ ā
a dan garis di
atas
ى kasrah dan yā’ I i dan garis di
atas
ﻮ ḍammah dan wau ū u dan garis di
atas
Contoh:
 َت ﺎَﻣ : māta
 َر َﻣﻰ : ramā
 ِﻗ ْﯿ َﻞ : qila
 َﯾ ُﻤ ْﻮ ُت : yamūtu
4. Tā’Marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).
Contoh:
 َر ْو َﺿ ُﺔ ْا َﻷ ْط َﻔ ِلﺎ : raudah al- at fāl
 َا ْﻟ َﻤ ِﺪ ْﯾ َﻨ ُﺔ َا ْﻟ َﻔ ِﺿ ﺎ َﻠ ُﺔ : al-madinah al-fādilah
 َا ْﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤ ُﺔ : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ّﻰِﯨ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i).
 َر ﱠﺑ َﻨﺎ : rabbanā
 َﻧ ﱠﺠ ْﯿ َﻨﺎ : najjainā
 َا ْﻟ ﱠﺤ ِﻖ : al-haqq
 ُﻧ ﱢﻌ َﻢ : nu”ima
 َﻋ ُﺪ ﱞو : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah , maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi i.
Contoh:
 ﱢِﻰﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱢِﻰﺑ َﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
 َا ﱠﺸﻟ ْﻤ ُﺲ : al-syams (bukan asy-syam)
xiii
xiv
 َا ﱠﺰﻟ ْﻟ َﺰ َﻟ ُﺔ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
 َا ْﻟ َﻔ ْﻠ َﺴ َﻔ ُﺔ : al-falsalah
 َا ْﻟ َﺒ َﻼ ُد : al-bilād
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
 َنْوُﺮُْﻣَﺄﺗ : ta’murūṭn
 ﱠﻨَﻟا ْﻮ ُع : al-nau’
 َﺷ ْﻲ ٌء : syai’
 ُأ ِﻣ ْﺮ ُت : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi





Adapun tā’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓ ُْﻢھ : hum fi rahmatillāh
9. Lafẓal - Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālahditransliterasi dengan huruf [t].
 ِﷲ ُﻦْﯾِد : dįnullāh
 ِﷲ ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓ ُْﻢھ : hum fi rahmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks




Wa mā Muhammadun illā rasul
Inna awwala baitin wudi’a linnāsi Iallazi bi Bakkata mubārakatan







Nama : Khairun Inayah Aliah
Nim : 10100114055
Judul           : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi dan Wewenang
Advokat dalam Mendampingi Klien Di Pengadilan Agama
Kelas IB Sungguminasa
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam
Terhadap Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam mendampingi Klien di
Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B ? Pokok masalah tersebut selanjutnya
dirumuskan kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1)
Bagaimana mekanisme Advokat dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agma
Kelas 1B Sungguminasa ?, 2) Bagaimana eksistensi dan wewenang advokat dalam
Hukum Islam ?.
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dan deskriptif salah satu jenis
penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap danklarifikasi
mengenai kenyataan sosial. dengan pendekatan penelitian yang di gunakan
adalah: pendekatan yuridis yang didukung degan penelitian lapangan. Adapun
sumber data penelitian adalah Advokat Pengadilan Agama Sungguminasa.
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data
dan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, tekhnik pengolahan dan
analisis data terdapat tiga tahapan: pengolahan data, analisis data dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Mekanisme Advokat dalam
mendampingi Klien dalam perkara perdata yaitu, pertama proses Konsultasi,
kedua upaya mencari alternative penyelesaian sengketa dan ketiga adalah proses
hukum (litigasi). Dalam menyelesaikan perkara hendaknya mencari jalan
perdamaian sebagai jalan atau tujuan utamanya. 2) eksistensi dan wewenang
Advokat dalam pandangan hukum Islam telah ada di zaman Nabi Musa a.s, dalam
Qs. Qasas: 33-35, Eksistensi Advokat pada saat ini telah menunjukan kemajuan
yaitu dengan banyaknya digunakan jasa bantuan hukum dalam menangani suatu
perkara. dan Wewenang Advokat berdasarkan tinjauan hukum islam sebagai
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dalam firman Allah
swt Q.s Al-Maidah: 8. Prinsip kebenaran dan keadilan sebagai penegak hukum,
serta menerapkan prinsip tolong menolong berdasarkan kewajiban seorang
Advokat yaitu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat
dhu’afa (miskin) sehingga hal tersebut sejalan dengan Q.s Al-Hujrat:10.
Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Bagi Pemerintah, meningkatkan
profesionalisme kerja kelembagaan penegak hukum yang benar-benar profesional
dalam wilayah kewenangannya di tengah-tengah kehidupan. Dan untuk
memperkecil kontroversi negatif kepada aparat penegak hukum terutama advokat,
2) Bagi masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sudah
jelas dikatakan bahwa seorang Advokat sebagai lembaga penegak hukum yang
sejajar, dengan Hakim, Jaksa, dan Polisi, yang bebas dan mandiri yang memiliki
wilayah kerja yang tidak dibatasi.mMaka tidak perlu diragukan lagi bahwa
seorang Advokat bisa membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang
dihadapinya dalam bidang perdata untuk menjamin hak-haknya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan
lembaga penegak hukum lainnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan
mengenai peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih
profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi melalui perbaikan-
perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan
pelatihan serta mekanisme yang lebih memberikan peran besar kepada masyarakat
terhadap perilaku aparat penegak hukum.1
Dalam penegakan hukum Islam, advokat, pengacara, arbiter, konsultan
atau penasihat hukum yang berpera memberikan jasa hukum. Secara umum fungsi
mereka adalah memberikan nasihat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak
agar mereka saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada
pihak lain secara ishlah dan musyawarah mufakat sebagaimana firman Allah SWT
dalam Q.S. Asy-Syuura/42 ayat 38:
 ْﻢ ُﻫﺎ َﻨ ْـﻗَزَرﺎﱠِﳑَو ْﻢ ُﻬ َـﻨ ْـﻴ َـﺑ ٰىَرﻮ ُﺷ ْﻢ ُﻫُﺮ ْﻣ َأَو َة َﻼ ﱠﺼﻟا اﻮ ُﻣﺎ َﻗ َأَو ْﻢِﱢ َﺮ ِﻟ اﻮ ُﺑﺎ َﺠ َﺘ ْﺳا َﻦﻳ ِﺬﱠﻟاَو
 َنﻮ ُﻘ ِﻔ ْﻨُـﻳ
Terjemahnya :
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki
yang Kami berikan kepada mereka2
1 R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari abad ke abad (Jakarta: Pradnya Paramita, t.t),
h.76.
2 Kementerian agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang:
Toha Putra, 1998), h. 592
2Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga
hukum) semula tidak dikenal dalam hukum tradisional, dia baru dikenal di
Indonesia sejak masuknya atau berlakunya system barat di Indonesia.3
Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di
dalam pembukaan alenia pertama pula menyatakan bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan. Hal tersebut memberikan mandate pada negara untuk memberikan
bantuan bagi setiap warga negara yang mengalami kesulitan mendapatkan akses
hukum dan keadilan.
Maksud pernyataan tersebut adalah manusia sebagai mahkluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama
dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang
menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti
diamanatkan dalam UUD 1945, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk
mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum yang merupakan bagian dari hak konstitutional.
Pada pasal 60C UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama
berbunyi: (1) pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk
pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2)
bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara Cuma-Cuma
kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut
memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) bantuan hukum dan pos bantuan hukum
3Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan HAM (Bandung: Mandar
Maju, 2009), h. 11.
3sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dan di antara sekian bahasan dalam pengadilan
adalah advokad, advokad dalam kamus hukum yaitu ahli hukum yang berwenang
bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan.Advokat juga
dapat di katakan sebagai penasehat hukum yaitu seorang yang memenuhi syarat
yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang dalam bentuk member bantuan
hukum.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan
mandiri yang dijamin oleh Hukum dan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Advokat sebagai penegak hukum ialah guna memberikan bantuan
hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang
dihadapi.4
Tugas seorang Advokat adalah mendampingi seseorang atau organisasi
untuk berperkara dalam masalah terkait hukum. Di sini tugas Advokator adalah
mendampingi klien agar haknya secara hukum tidak dilanggar selama dalam
proses berperkara. Dengan demikian, tugas seorang Advokad adalah membantu
atau mengarahkan agar keputusan hukum dilakukan secara adil dan fair bagi
klien. Jadi dalam Bahasa Indonesia Advokasi adalah berarti pembelaan,
sangkahan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan.5
Dalam hal ini sehingga Advokat sebagai salah satu unsur peradilan yang
merupakan pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi diluar
pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat diluar proses peradilan pada saat
4 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 61
5Hadi Pramoto, Advokasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 6
4sekarang semakin meningkat, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan hukum
masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam
pergaulan di masyarakat.
Karena itulah eksistensi advokad dalam menjalankan  fungsi dan tugasnya
dalam system penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus
diberikan kepada advokat. Kewenangan tersebut diperlukan dalam rangka
menghindari tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh para aparat penegak
hukum yang lain dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas
terhadap advokat dalam menjalankan profesinya, Namun fakta yang terjadi
sekarang banyak dari oknum advokat yang menyalahgunakan kewenangannya
sebagai pemberi bantuan hukum.
Melihat masalah di atas, penyusun tertarik untuk membahas Eksistensi dan
wewenang Advokat terutama yang dikaitkan dengan pendampingan terhadap
Klien. Masalah ini menarik untuk di kaji karena sebagaimana diungkapkan bahwa
masyarakat beragama Di Indonesia akan lebih mudah menjalankan suatu tradisi
ketika tradisi itu mengandung nilai-nilai agama hal ini terjadi karena apa yang
akan dilakukan akan dianggap mengandung muatan nilai-nilai sekaligus
mempunyai konsekuensi pahala atau siksa.6
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud
untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
terhadap Eksistensi dan Wewenang Advokad dalam mendampingi Klien di
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”
6 A. Qodry Azizy, Elektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Umum
(Yogyakarta: Gama Media,2003), h. 185.
5B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah “tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi
dan wewenang advokat dalam mendampingi klien”. Peneliti akan meninjau
eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi klien dari syariat
hukum Islam.
2. Deskripsi Fokus
Untuk menghindari kesimpangsiuran serta terjadinya penafsiran yang
keliru dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian ini, maka
penulis menganggap perlu menguraikan pengertian beberapa istilah pokok
agar memperoleh kejelasan terhadap pembahasan yang ada pada kajian ini.
a. Hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang
hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam
sekitarnya yang berasal dari Allah SWT.7
b. Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang megandung unsur bertahan.8
Istilah eksistensi berasal dari kata existere (eks= keluar, sistere= ada atau
berada). Dengan demikian, eksistensi memiliki arti sebagai sesuatu yang
sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang mampu melampaui
dirinya sendiri. 9
7 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia h. 40
8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi
Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 357
9 Zainal Abidin, Filsafat Manusia: memahami Manusia melalui Filsafat
(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33
6c. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kewenangan,
kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung
jawab orang lain.10
d. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau
pertolongan dalam soal-soal hukum, bantuan atau pertolongan ini bersifat
memberi nasehat sebagai jasa-jasa yang baik.11
e. Klien adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang
pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan.12
Untuk dapat memberi gambaran yang jelas tentang obyek yang
menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, sesuai dengan data yang diperoleh
baik dari lapangan maupun yang berasal dari study kepustakaan, maka peneliti
membuat obyek kajian hanya kepada eksistensi dan wewenang advokat.
Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama
Sungguminasa kelas I B. Dengan adanya pembatasan masalah pada skripsi
akan memudahkan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
C. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan pokok permasalahan
penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi dan
Wewenang Advokat dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama
Sungguminasa kelas 1B”, Pokok  masalah tersebut di bagi menjadi dua
submasalah yaitu:
10Laode Angga, Hukum Islam (cet I;Yogyakarta:deepublish, 2017), h.79
11 Lasdia Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia (cet. 1; Ygyakarta: Libert, 189), h.4
12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi
Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 357.
71. Bagaimana mekanisme advokat dalam mendampingi klien di Pengadilan
Agama Sungguminasa kelas 1B?
2. Bagaimana eksistensi dan wewenang advokat dalam hukum Islam?
D. Kajian Pustaka
Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literature yang masih
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai
berikut:
1. Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh Siti Musdalifah,
yang berjudul “Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di
Pengadilan Negeri Sleman dalam Perpsektif Hukum Islam” 1997. Dalam
penelitian ini diungkapkan bahwa kehadiran advokat di persidangan dapat
dibenarkan bila bertujuan untuk ikut menegakkan keadilan, memudahkan
jalannya sidang dan menolong terdakwa yang buta hukum sehingga tidak
menjalani hukuman yang lebih berat dari kesalahannya.13
2. Skripsi mahasiwa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh Atful
Munawwar, yang berjudul “Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif
Hukum Islam” 2004. Dalam penelitian ini penulis skripsi mengungkapkan
dua hal kode etik advokat, yaitu bahwa kode etik advokat mengandung
nilai-nilai moral yang mendasari diri pribadi advokat, yaitu kemanuisaan,
keadilan, kepatuhan dan kejujuran, dan nilai-nilai kode etik advokat
ditinjau secara hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam.14
13 Siti Musdalifah, “Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan
Negeri Sleman dalam Perpsektif Hukum Islam” (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997), h. 9
14 Atful Munawwar, “Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam” (IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), h. 9
83. Luhut M.P. Pangaribuan, Pengadilan, Hakim, dan Advokat, 2016. Dalam
pembahasan buku ini penulis mengungkapkan bahwa pengembangan dan
profesi hukum agar selalu didasarkan pada nilai-nilai molaritas umum,
seperti nilai keadilan, nilai kemanusiaan, kejujuran, kepatuhan dan
kewajaran, keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta
kesadaran untuk selalu menghormatinya dan menjaga integritas serta
menghormati profesinya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik.15
4. Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-
Qadha, 2013. Dalam buku ini Aris Bintania mengemukakan bahwa
kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh
dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas mandiri, dan
bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur,
adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam
menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.
Sehingga advokat dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi
oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi
hukum.16
5. Muhammad Nuh, S.H., M.H., Adv. Etika Profesi Hukum, 2011. Dalam
penulisan buku ini penulis mengemukakan bahwa kode etik mengenai
advokat tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghambat
kemandirian profesi, yang mempunyai kewajiban mulia atau terpandang
(officium nobile). Sebaliknya, kode etik advokat merupakan hukum
tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi,
15 Luhut M.P. Pangaribuan, Pengadilan, Hakim, dan Advokat (Jakarta: Pustaka Kemang,
2016), h. 59
16 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2013),  h. 113
9tetapi membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan
bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien,
pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat, dan terutama kepada
dirinya sendiri.17
Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa
tidak ada satupun yang membahas mengenai masalah “Tinjauan Hukum Islam
terhadap Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Klien di
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B”. Oleh karena itu saya merasa perlu
untuk mengkaji hal ini lebih jauh yang akan dibentuk menjadi sebuah karya tulis
ilmiah atau skripsi.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme advokat dalam
mendampingi klien di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B.
b. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana eksistensi dan
wewenang advokat dalam hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Kegunaan Teoritis
17 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 279
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Memberikan wawasan dan diharapkan menjadi referensi acuan bagi
dunia pendidikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi dan
wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa.
b. Kegunaan Praktis
1) Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi S1
dan memperoleh gelar SarjanaHukum (SH) di Universitas Islam
Negeri Makassar.
2) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tinjauan
hukum Islam terhadap eksistensi dan wewenang advokat dalam
mendampingi terdakwa
3) Sebagai sarana alternative penulis untuk menyalurkan ilmu yang
telah diperoleh selama menjadi mahasiswa dan






A. Tinjauan Umum tentang Advokat
1. Pengertian Advokat
Istilah advokat, pengacara, lembaga bantuan hukum, legal advisor
yang saat ini dikenal di Indonesia berawal dari advocaat dalam bahasa
Belanda (berarti pengacara hukum atau pembela) atau profesi pokroel bamboo
di tempo dulu. Tugas seorang advokator adalah mendampingi seseorang atau
organisasi untuk berperkara dalam masalah terkait hukum. Disini tugas
advokator adalah mendampingi klien agar haknya secara hukum tidak
dilanggar selama dalam proses berperkara. Dengan demikian, tugas seorang
advokat adalah membantu atau mengarahkan agar keputusan hukum dilakukan
secara adil dan fair bagi klien. Jadi dalam bahasa Indonesia advokasi adalah
berarti pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang
mempunyai permasalahan.1
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Advokat.2 Jasa hukum adalah jasa yang diberikan
advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan
kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum
lain untuk kepentingan klien. Adapun klien adalah orang, badan hukum atau
lembaga lain yang menerima jasa hukum dan advokat.
1Rohain A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 6
2 Aris Bintania , Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qada, h. 111
13
Seorang Advokat/Pengacara adalah seorang pembela dan penasihat.
Sehubungan dengan sengketa perdata yang dihadapi, para pihak dapat
menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya mengurus perkara, pihak
berperkara disebut Pemberi Kuasa dan yang diberi kuasa disebut Pemeganag
Kuasa.
Pengacara/ Advokat adalah salah satu pilar dari Catur Wangsa atau
Empat Pilar Penegak Hukum, yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara.
Setelah Indonesia merdeka undang-undang yang paling awal mengatur tentang
penegakan hukum adalah Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961yang
disahkan bulan Juni 1961, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang
disahkan pada 30 Juni 1961. Kemudian diikuti dengan disahkannya Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Sementara Undang-Undang mengenai Pengacara
tidak kunjung muncul sampai akhirnya pada tahun 2003 baru disahkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.3
Adapun Undang-Undang Advokat setelah lama dinanti-nanti,akhirnya
lahir juga dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Saat
undang-undang ini disahkan pada 5 April 2003, maka Advokat, Penasehat
Hukum, Pengacara Praktik, dan Konsultasi Hukum yang telah diangkat
dinyatakan sebagai advokat. Pembahasan rancangannya di Dewan Perwakilan
Rakyat Era Reformasi ini mengeluarkan waktu sekitar 2 tahun, bahkan
3Achmad Fauzan, Undang-Undang Lengkap tentang Penegak Hukum (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004), h. 114
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gagasan-gagasan perlunya Undang-Undang Advokat sudah dimulai sejak
lama.
Gagasan itu muncul dikarenakan adanya ketentuan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun1964 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kemudian diganti lagi dengan Undang-
Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009, yang menyatakan bahwa adalah hak setiap orang yang berperkara
mendapatkan bantuan hukum yang diatur dengan Undang-Undang. Rancangan
Undang-Undang Advokat pertama kali dimunculkan oleh Persatuan Advokat
Indonesia (Peradin) dalam kongresnya yang kedua Tahun 1969. Isu ini
kemudian diteruskan dalam dalam diskusi bulanan yang menghasilkan
“Piagam Baturaden 27 Juli 1971” dan selanjutnya dua tahun kemudian
disempurnakan dalam Kongres Tahun 1973 dalam keputusan Piagam
Yogyakarta.
Di negara-negara yang sudah maju, pemerintah mengatur sejumlah
profesi dengan menerbitkan lisensi praktek. Lisensi ini berfungsi terutama
untuk melindungi kesejahteraan umum. Bila beberapa negara menjamin suatu
pendidikan profesi memberi hak praktek dengan sendirinya, maka bagi
beberapa negara lain hak praktek berada pada kewenangan board of examiner.
Di Indonesia pendidikan profesi Advokat  (seperti fakultas hukum) tidak
dengan sendirinya memberikan hak praktek. Hak praktek Advokat harus
melalui pengangkatan, buksn dari IKADIN (board of examiner) tetapi dari
15
Menteri Kehakiman. Organisasi profesi sama sekali tidak berperan untuk
menerbitkan lisensi ini.4
2. Syarat-syarat dan Ketentuan Profesi Advokat
Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar
belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus
profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dimaksud
dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas
hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi
ilmu kepolisian. Dan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi
Advokat yang kemudian surat keeputusan pengangkatan tersebut disampaikan
ke Mahkamah Agung dan Menteri.5Untuk dapat diangkat menjadi advokat
seseorang harus memenuhi syarat-syarat di antaranya adalah:
a. Warga Negara Indonesia
b. Bertempat tinggal di Indonesia
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
e. Berijazah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum
f. Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat
g. Telah magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada
kantor advokat
h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
4Pangaribuan Luhut M.P. Pengadilan, Hakim dan Advokat (Jakarta: Pustaka Kemang,
2016), h. 45
5 Pasal 2 ayat (1-3) UU Advokat.
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i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai
integritas yang tinggi.6
Yang dimaksud bertempat tinggal di Indonesia adalah pada waktu
seseorang diangkat sebagai advokat orang tersebut harus tinggal di Indonesia.
Persyaratan ini tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat
sebagai advokat untuk bertempat tinggal dimanapun.
Yang dimaksud dengan Organisasi Advokat adalah Organisasi Advoka
yang telah tebentuk paling lambat dua tahun setelah berlakunya Undang-
Undang Advokat. Magang yang disyaratkan dimaksudkan agar calon advokat
dapat mengikuti pengalaman praktis yang mendukung kemampuan,
keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya, dan tidak mesti
dilakukan pada satu kantor advokat, tetapi yang penting magang tersebut
dilakukan secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya dua tahun. Advokat
yang telah diangkat dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan
diri pada bidang tertentu, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh
perundang-undangan.7
Peradi akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat segera setelah
diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari Kantor
Advokat (Pasal 7A Peraturan Peradi No.2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Magang untuk calon Advokat). Laporan sebagaimana disebut di atas harus
pula disertai dengan pas foto berwarna calon advokat (lebih disukai yang
berlatar belakang biru) berukuran 2×3 sebanyak 3 lembar.8
6 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qada, h. 118
7Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qada, h. 119
8Hukum Corner, Bagaimana Prosedur Syarat dan Cara Mendapatkan Izin Advokat?,http
://www.hukumcorner.com/bagaimana-prosedur-syarat-dan-cara-mendapatkan-izin-advokat /(03
april 2018, pukul 16.46)
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Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut
agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka
Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, adapun wilayah kerja
advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat yang
bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya menjunjungtinggi kode
etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan
pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh
Organisasi Advokat yang keanggotaannya terdiri atas unsur advokat senior,
para ahli/akademisi dan masyarakat.
Dalam menjalankan tugas dan profesinya, advokat berhak memperoleh
informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun
pihak lain yang diperlukan untuk pembelaan kliennya. Advokat dilarang
membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama,
politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Dalam
hubungannya dengan klien advokat berhak atas kerahasiaan, perlindungan atas
berkas dan dokumen dari penyitaan atau pemeriksaan, penyadapan atas
komunikasinya.
3. Kode Etik Advokat
Dengan merujuk pada arti Etika yang sesuai, maka arti kata moral sama
dengan arti kata Etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi
pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Apabila dikatakan : “Advokat yang membela perkara itu tidak bermoral”
artinya perbuatan Advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis
yang berlaku dalam kelompok profesinya.
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Dalam menangani sebuah kasus , seorang advokat terikat dengan UU
Advokat dan kode etik tentang advokat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari
pembatasan hal-hal apa saja yang boleh dibela seorang advokat di muka
pengadilan. Selain itu, agar seorang advokat tidak bertindak diluar kewajaran
saat membela seorang klien.
Dalam organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang terdapat
Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan inilah yang berperan untuk
memberikan sanksi kepada seorang advokat yang melanggar kode etik. Sejauh
ini, peranan Dewan Kehormatan ini dipandang cukup efektif. Dalam
perkembangannya khususnya di negara-negara berkembang, seperti Indonesia,
profesi apapun termasuk Advokat tidak dapat dilepaskan dari masalah-
masalah yang hidup dalam masyarakat, baik masalah-masalah ekonomi,
sosial, budaya, maupun politik. Bukan maksud organisasi profesi ini menjadi
penyalur aspirasi politik praktis. Bukan. Tetapi fokus organisasi ini lebih
merupakan cara memandang dan selanjutnya mendekati suatu kasus yang
harus ditangani. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas khususnya di
negara-negara sedang berkembang seperti di Indonesia, para Advokat perlu
memiliki wawasan (visi) seperti di atas. Mereka memerlukan suatu sarana
berupa organisasi, untuk memperjuangkan kepentingan profesi. Dengan latar
belakang pemikiran seperti ini, Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)
didirikan pada tahun 1964. Pada tanggal  10 November 1985, PERADIN
terlebut dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) demikian juga kode etik
profesi.9 Namun teori hukum positivis dari Hart, Kelsen dan Austin
menyebabkan kemudian kode etik itu dibuat secara tertulis. Ada beberapa
alasan kode-kode etik profesi tersebut dibuat tertulis, karena:
9Pangaribuan Luhut M.P. Pengadilan, Hakim dan Advokat (Jakarta: Pustaka Kemang,
2016) h. 49.
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a. Kode-kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol social
b. Kode-kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan
yang dilakukan oleh pemerintah atu oleh masyarakat melalui beberapa
agen atau pelaksananya
c. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang
lebih tinggi
Tujuan dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah :
1) Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab
kepada klien, lembaga (institution), dan masyarakat pada umumnya.
2) Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa
yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika
dalam pekerjaannya.
3) Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan
fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan jahat dari anggota
tertentu.
4) Standar-standar etika mencerminkan/ membayangkan pengharapan moral
dari komunitas.
5) Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan
integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.
Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain :
a) Merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan
pemikiran etis atas suatu profesi tertentu.
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b) Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sehingga sering menimbulkan
penyalahgunaan yang meresahkan masyarakat dan membingungkan
profesi itu sendiri.
c) Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-drop begitu
saja dari atas, sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup
dalam kalangan professional sendiri.
d) Kode etik merupakan self-regulation (pengaturan diri) dari profesi itu
sendiri, Ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang
dianggap hakiki, yang prinsipnya tidak pernah dapat dipaksakan dari luar.
e) Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang
tidak etis, oleh karenanya kode etik sering berisi ketentuan wajib lapor
tentang pelanggarannya.10
4. Hak dan Kewajiban Advokat
Hak mempunyai pengertian sempit dan luas, hak dalam arti sempit yaitu :
Pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau Tuntutan kepada
kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Pengertian dalam arti luas,
yaitu pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau tuntutan kepada
orang lain untuk melaksanakan kewajibannya dengan adanya unsur kemerdekaan
dan imunitas.
a. Hak seorang Advokat
Dalam kehidupan ber-sosial, kita tidak dapat melepaskan hubungan
antara hak dan kewajiban.Begitu pula halnya dengan profesi advokat, sebagai
salah satu elemen penting dalam penegak hukum di Indonesia, advokat juga
10Lawyers in Bali, Kode etik profesi advokat Indonesi,
https://lawyersinbali.wordpress.com /2013/04/17/ profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-
indonesia/ (03 April 2018, pukul 18.09).
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memiliki hak dan kewajiban. Ada banyak hak yang disebut oleh undang-
undang No. 18 tahun 2003 yang dituangkan pada Bab IV dengan Title hak dan
kewajiban.
1) Hak kebebasan dan kemandirian (independen)
Hak kebebasan dan kemandirian diatur dalam pasal 14 dan 15, sebagai
berikut :
Pasal 14
“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela
perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan
berrpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 15
“Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang
menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang
pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”
Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-
pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan dalam membela perkara yang
menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan sesuai kapasitasnya sebagai
advokat. Sedangkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah
upaya dirinya dalam melakukan pembelaan secara hukum baik di dalam maupun
di luar pengadilan.
2) Hak imunitas
Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela
perkaranya yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut secara
perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya itu. Dalam pasal 16 dan
pasal 18 ayat 2, sebagai berikut:
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Pasal 16
“Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan
pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”
Pasal 18
“Advokat tidak dapat diidentikkan dengan klien nya dalam membela perkara
klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.”
3) Hak meminta informasi
Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya
merupakan kemutlakan atas diri advokat, baik karena kepentingan menjalankan
tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung
jawabnya (klien), hal ini dituangkan dalam pasal 17, sebagai berikut :
Pasal 17
“Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data,
dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang
berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan
kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
4) Hak ingkar
Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan –keberatannya
dalam persidangan.Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) terhadap
perkara yang di belanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan
eksepsi tetapi juga mengingkari, mengajukan keberatan dan menganulir segala
tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya
karena keberatan kliennya sebagai terdakwa yang untuk mengajukan banding,
kasasi, dan seterusnya. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981.
5) Hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia
Hak ini sangat luas, bila dibandingkan dengan para penegak hukum
lainnya, seperti contoh hakim pengadilan tingkat pertama tidak boleh mengadili
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perkara pada pengadilan tingkat kedua.Demikian juga penegak hukum lainnya.
Hal ini diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 pasal 5 ayat 2, sebagai berikut :
“wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.”
6) Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lain
Dalam persidangan, baik advokat, hakim maupun jaksa, penuntut umum
dmemiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan
yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam
menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam pasal 5
ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003, sebagai berikut :
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang di jamin
oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”
Dalam penjelasannya pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003,
sebagi berikut :
“Yang dimaksud dengan “ advokat berstatus sebagai penegak hukum”
adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang
mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnyabdalam
menegakkan hukum dan keadilan.”
7) Hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi
Dalam menjalankan jasa hikum, seorang advokat berhak menerima honor
atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama kliennya.
Apa yang dimaksud honorarium adalah dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1
ayat 7:
“Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat
berdasarkan kesepakatan dengan klien.”
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Adapun hak retensi merupakan hak seorang advokat untuk menahan surat-
menyurat, dokumen tertentu ataupun menunda pekerjaannya dalam hal ketika
kliennya ingkar janji dalam pembayaran fee atau honorarium kepada dirinya.
8) Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien
Kerahasiaan klien adalah sangat penting dijaga.Baik demi kepentingan
klien itu sendiri maupun hubungan dirinya dengan seorang advokat maupun
hubungannya dengan hukum. Dokumen berupa surat-surat berharga yang
diserahkan klien kepadanya tidak boleh berpindah tangan kepada orang lain,
bahkan hanya sekedar untuk dibaca orang lain.
Dalam UU No. 18 Tahun 2003 pada pasal 19 dirincikan sebagai berikut :
a) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh
dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh
Undang-undang.
b) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk
perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau
pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi
elektronik advokat.
9) Hak memberikan somasi
Somasi adalah salah satu yang biasa yang dilakukan seorang advokat agar
pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang
advokat. Somasi dapat berupa mengingatkan terhadap pihak tertentu untuk
melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.
10) Hak membuat legal coment atau legal opinion
b. Kewajiban seorang advokat
1) Menjunjung kode etik profesi (pasal 26 UU No. 18/2003)
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2) Menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia
(UU. No.18 tahun 2003 dan Bab II pasal 2 Kode Etik Advokat)
3) Bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya
dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan. (pasal 4
huruf I, j dan k kode etik advokat)
4) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya
karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang
(pasal 19 (1) UU No. 18 tahun 2003)
5) Menghormati lembaga peradilan sebagai officer of the court dan segala
perangkat didalamnya termasuk membantu hakim dalam mencari
kebenaran.(Pasal 218 KUHAP)
6) Bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab
dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat. (pasal 4 ayat 3 poin 5 UU
No. 18 tahun 2003)
7) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan
hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan.
(pasal 6 ayat 3 UU No. 18 tahun 2003)
8) Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur,
adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. (pasal 4 ayat
3 UU No. 18 tahun 2003)
9) Member bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi klien yang tidak
mampu.(pasal 22 UU No. 18 tahun 2003)
10) Menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (pasal 25 UU No. 18 tahun
2003).
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5. Peran dan Fungsi Advokat
Advokat telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun
2003 tentang Undang-undang advokat, Unda-Undang tersebut memberikan
pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di
dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Dalam memberikan jasa hukumnya, Avokat
dapat dijumpai pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka
sidang. Pada semua tingkatan tersebut, Advokat harus mempunyai surat kuasa
yang diperoleh dari pemberi kuasa untuk mendampingi, mewakili,
memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Advokat sebagai penegak
hukum tentu menjadi tugas dan peran tertentu yang diberikan oleh negara dan
masyarakat. Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, mejalankan
kuasa, srta mewakili dan mendampingi membela dan melakukan tindakan
hukum lain untuk kepentingan hukum klien berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang Advokat.
Advokat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menegakkan
hukum dan menempati posisi yang dominan dalam masyarakat karena seorang
advokat hidup di tengah-tengah masyarakat. Profesi advokat merupakan
profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile). Advokat adalah  orang
yang menguasai dan memiliki pengetahuan ilmu hukum yang memadai untuk
beracara di pengadilan (proses litigasi) dan nonlitigasi untuk membantu
masyarakat mengakses hukum. Dalam memberikan jasa mengakses hukum,
advokat tidak melakukan perbuatan diskriminasi terhadap kliennya, seorang
advokat harus mampu membela serta berani berbicara kebenaran dan keadilan
dari sisi orang yang sedang dia bela. Setiap persoalan hukum yang di
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hadapkan kepada advokat diharapkan mampu memberikan penjelasan dan
penyelesaian yang benar. Untk dapa diangkat menjadi advokat.11
Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Oleh karena itu, selain
pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang
merdeka.Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan
bertanggung jawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003.Secara garis besar , fungsi dan peranan advokat
sebagai berikut:
1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
2. Memperjuangkan hak asasi manusia
3. Melaksanakan kode etik advokat
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum,
keadilan dan kebenaran.
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan,
kebenaran, dan moralitas).
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat
advokat.
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat
dengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk
memperluas wawasan ilmu hukum.
11 Zulfa Simatur, Strategi Sukses Profesi Advokat, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2017), h.
2.
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8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara
nasional maupun internasional.
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan
masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat
melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat.
10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat yang terhormat
(officium nobile).
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat.
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud
dan tujuan organisasi advokat.
13. Memberi pelayanan hukum (legal services), nasihat hukum (legal advice),
konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion),
informasi hukum (legal information), dan menyusun kontrak-kontrak
(legal drafting).
14. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien dimuka
pengadilan (legal representation).
15. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat
yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro bono publico).12
B. Tinjauan Umum tentang Advokat dalam mendampingi Klien
Di Indonesia, hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di
bidang hukum sekarang ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat,
tak terkecuali perkara-perkara yang terjadi di lingkungan peradilan agama seperti
perceraian, ini juga menggunakan jasa advokat.
12Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, h. 273
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Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator
bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan
dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan
perkara dalam agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga
dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan
untuk membela hak asasi manusia dan meberikan pembelaan hukum yang bersifat
bebas dan mandiri.
Bagi advokat kebebasan profesi (free profession) sangat penting, tidak
sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan
kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas
(independent judiciary) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan rule of law
dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Semakin bebas profesi advokat, semakin
bebas lembaga pengadilan, semakin mudah menegakkan rule of law dan akan
semakin demokratis pula suatu negara, terutama di lembaga Pengadilan Agama
yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam.
Penegakan hukum adalah suatu proses dinamik yang dijalankan oleh
institusi-institusi tertentu sesuai dengan prosedur yang tertentu pula. Proses disini
dapat juga disebut mata rantai peradilan yang bisa berarti ‘law enforcement’ dan
peace maintenance’. Jika proses pepradilan itu perkara pidana, proses itu akan
berangkat dari suatu laporan/pengaduan. Kemudian penyelidikan/penyidikan dan
terakhir pra-penuntutan/penuntutan, pelaksanaan putusan hakim.13
Setiap tahapan proses itu dilaksanakan oleh institusi-institusi tertentu
sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Secara sosiologis, tugas dan
kewenangan ini dapat diartikan sebagai peranan (role) yang dijalankan oleh
13Luhut M.P. Pangaribuan Pengadilan, Hakim dan Advokat h. 57.
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kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Karena kewenangan dijalankan
oleh institusi maka dalam praktek sering disebut ‘catur wangsa’. Dalam proses
peradilan, peranan advokat belum dituangkan dalam suatu perundang-undangan
tertentu. Bagi profesi advokat, hal ini merupakan masalah dasar sampai sekarang.
Jika Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat masing-masing mempunyai peranan
tertentu dalam proses peradilan, pertanyaan awal dapat diajukan: Dimanakah
perbedaan fungsi peranan-peranan itu? Barangkali perbedaan fungsi peranan
antara polisi, jaksa dan hakim tidak begitu sukar. Namun tidak demikian halnya
dengan Advokat. Berhubung belum ada kejelasan, sementara yang dibela adalah
orang yang diduga telah melakukan kejahatan, malah advokat sering mendapat
tuduhan sinikal. Misalnya, Advokat membela kesalahan penjahat, membuat rumit
perkara yang sederhana dan seterusnya.
Ada tiga teori yang berkembang dalam rahasia pekerjaan:
1. Teori Rahasia Absolut
Teori ini pada abad XVI muncul dan banyak pengikutnya, Francesco
Valleriola (1580), seorang Guru Besar di Turyn, mempermasalahkan tentang
rahasia pekerjaan bila menyangkut penyakit yang menular. Teori ini dianut oleh
banyak pengikut di lapangan kedokteran, P.C.H Brourdel (1837-1906), seorang
dokter kehakiman di Paris (1879) di bidang Advokat, L. Pimienta dalam
bukunya berjudul Le Secret Profesional de i’advocat (1937), pimienta
mengatakan bahwa kalau seorang klien memberitahu kepada advokatnya dalam
kamar kerjanya, bahwa ia hendak membunuh orang, maka advokat berwenang
untuk memberitahukan hal tersebut pada orang yang bersangkutan bila sudah
yakin usaha untuk melarang kliennya tersebut gagal. Ini juga bukan tugasnya
dan dengan tidak membuka rahasia ia tidak akan dapat dianggap telah
membantu melakukan suatu kejahatan.
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Dalam tahun 1905 Rapat Perhimpunan Sarjana Hukum di negeri Belanda
dengan mayoritas besar menolak ajaran rahasia mutlak. Kemudian tahun 1931
Belanda mempunyai pendapat yang sama.
2. Teori yang menghapuskan suatu kejahatan
Ajaran ini tidak terkenal, dibela oleh Ch. Valentino, dalam karyanya
berjudul “Het beroepsgeheim van de arts” dimuat dalam Pro dan contra,dia
mengatakan baha rahaia pekerjaan tidak rasional, yang diciptakan oleh dua
orang yang bersalah penderita dan dokter, dan merupakan konsekuensi yang
patut diusahakan pada pendapat-pendapat yang keliru yang berpengaruh dan
yang akan hilang setelah masyarakat diberi penjelasan dan mengetahui
urgensinya. Para dokter harus membantu untuk mengkalirifikasikannya dengan
jalan sosialisasi pada masyarakat tentang penyakit-penyakit yang menurut
sebagian orang memalukan. Sehingga masyarakat akan mendapatkan dampak
positifnya, terutama dalam hal menghindari tertularnya penyakit yang terkadang
membuat risau dan malu sebagian besar masyarakat. Walaupun nantinya akan
memint bantuan dokter untuk mengobatinya. Dengan demikian akan dapat
berbuat lebih banyak bagi masyarakat dan mengelakkan perkawinan-
perkawinan yang jahat dan malapetaka; rakyat harus mengetahui bahwa
penyakit kelamin bukan memlukan; kalau tidak ada rahasia pekerjaan para
penderita toh akan meminta pertolongan kepada dokter, demikian untuk dapat
melindungi diri sendiri. Menurut teori ini, hak tolak bagi penyimpan rahasia
pekerjaan harus dicabut.
3. Teori Nisbi atau Teori Relatif
Menurut Teori ini, seorang penyimpan rahasia di muka pengadilan sebagai
saksi atau saksi ahli apakah dapat menolak ataukah wajib menjanjikan
kesaksiannya, tergantung pada situasi karena ada kepentingan-kepentingan yang
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saling bertentangan, maka para pengikut teori nisbi pada hakekatnya
membandingkan kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Pertama-
tama harus ditentukan kepentingan-kepentingan apakah dan siapakah harus
dibandingkan.
Yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan bukan hanya kepentingan pemilik
rahasia, melainkan kepentingan umum. Rahasia pekerjaan diadakan untuk
melingungi masyarakat, agar setiap orang yang meminta pertolongan dokter,
atau advokat dapat berbicara tentang kesulitan-kesulitan dengan hati terbuka
tanpa perlu menyembunyikan sesuatu dan dengan demikian kepastian bahwa
rahasiarahasianya akan disimpan.
Hubungan klien dan Advokat-dokter dan pasien adalah hubungan
kepentingan, atau lazim disebut hubungan “kepercayaan”. Tanpa kepercayaan
ini, dokter dan advokat tdak akan dapat memberikan pertolongan dan bantuan
secara maksimal.
Pertolongan dan bantuan ini di butuhkan masyarakat. Di bidang
kedokteran yang dilindungi adalah kepentingan kesehatan jasmani dan rohani
rakyat. Perlindungan rakyat merupakan kepentingan umum, sama umumnya
dengan kepentingan peradilan. Oleh karena itu, orang perancis mengatakan
rahasia pekerjaan merupakan ketertiban umum.
Pada waktu islam datang dan berkembang di bawah Nabi Muhmmad,
praktik pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai
alternatif penyesaian sengketa dengan memodifikasi yang perna berlaku di pra
islam. Hal-hal yang bersifat takhayul dan syirik mulai dieliminasi secara
bertahap dan disesuaikan dengan al-Quran dan As-Sunnah. Pada awal
perkembangan islam, tradisi pemberian bantuan jasa hukum lebih berkembang
pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan
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sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum
berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah
sengketa di bidang pertanian. Pada prakteknya, Nabi Muhammad SAW dalam
memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai
advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, dan arbiter.14
C. Kerangka Konseptual
Sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat adanya lembaga
pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu
keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan supremasi hukum kepada klien pada
kasusnya dan masyarakat pencari keadilan pada umunya.
Sehubungan dengan pentingnya perlindungan dan pembelaan hak-hak
tersangka/ terdakwa dan atau lebih tepatnya wewenang advokat dalam
memperjuangkan hak dan mendampingi terdakwa, maka perlu pemetaan secara
rinci yang dijadikan landasan untuk memudahkan pemecahan masalah yang
dimaksud, sehingga jawaban dari permasalahan ini benar-benar patut dicari dan
ditemukan.
Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa seorang
advokat dalam statusnya sebagai wakil dari kliennya dalam persidangan haruslah
orang yang benar-benar mempunyai kemampuan dalam bidangnya, jujur, adil dan
dapat dipercaya. Di samping ia sebagai salah satu pilar penegak hukum wajib
menegakkan dan memberikan hukum yang seadil-adilnya dan membela
kebenaran.
14 Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dlam perspektif Islam dan Hukum Positif (Jakarta:




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum
ini adalah penelitian hukum empiris, atau non doktrinal yang bersifat deksiptif.
Suatu penelitian diksriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.1
2. Lokasi Penelitian
Untuk melengkapi data penelitian penulis mengambil lokasi Penelitian
ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB.
B. Pendekatan Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah dari teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undang yang berhubungan
dengan ini.
C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sumber
data primer yaitu, sebagai berikut.
1 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Uniersitas Indonesia press,
2006), h. 10.
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a. Sumber data primer
Pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini pihak
yang terkait yaitu advokat. Dari hasil wawancara dengan advokat selaku yang
memberi keterangan..
b. Sumber data sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang kaitannya erat
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis
bahan hukumprimer, terdiri atas:
1) UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
2) Pasal 60 C UU nomor 50 tahun 2009.
3) Q.s Asy-syura / 42 : 38.
4) Hasil Penelitian (hukum) S2 atau tesis, jurnal serta literatur-literatur yang
relevan dan mendukung penelitian ini.
D. Metode Pengumpulan Data
a. Teknik wawancara (interview)
Sutrisno Hadi menjelaskan sebagai wawancara yang dilakukan dengan
mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian
dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara
bebas sesuai dengan permasalahan yang akan diajukan sehingga kebekuan
atau proses wawancara dapat terkontrol.2
b. Studi dokumen atau bahan pustaka
Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca,
mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, pedoman mediasi,
buku Alternatif Penyelesaian Sengketa, perkara perdata, makalah mengenai
2 Sutrisno Hadi, Pedoman Teknik Wawancara (Jakarta: elips, 2001), h. 207
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bantuan hukum, Advokat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti.
E. Instrumen Penelitian
Menurut Suharsimi Arikanto, instrumen penelitian merupakan alat bantu
bagi peneliti dalam mengumpulkan data.3 Dalam penelitian kualitatif, yang
menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri sehingga
peneliti harus “divalidasi” Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman
metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yag diteliti,
kesiapan penelitian untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik
maupun logikanya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mencapai tujuan
pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingi diukurnya dan mampu
mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Oleh karna itu untk penelitian
lapangan atau field research yang meliputi observasi dan wawancara dengan
daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat bantu
perekaman, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan Data
Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap
perolehan data dari lapangan kemudian di reduksi. Reduksi data merupakan
proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,
transformasi data kasar yang muncul dilapangan dengan penajaman teknik
analisis, setelah itu dideksripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan.
2. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Yang mana
3 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik, Edisi Revisi, V
(Jakarta: Rineka cipta, 2006), h. 68
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data kualitatif disini mengumpulkan suatu data yang diperoleh kemudian
dilakukan penguraian terakhir diambil suatu kesimpulan. Sedangkan metode
interaktif adalah model analisa data yang dilakukan dengan cara reduksi data.
Penyajian data dan kemudian di tarik suatu kesimpulan.
Model Analisis Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut :
Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Reduksi Data
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung teru-menerus,
bahkan sebelum data benar-benar terkumpul samapai laporan akhir lengkap
tersusun.
2) Penyajian data
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3) Penarikan Kesimpulan
Pengumpulan Data
Reduksi Data Penyajian Data
Penarikan Kesimpulan
38
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mencari arti
benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai
kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani
secara longgar, tetap terbuka da skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan,




EKSISTENSI DAN WEWENANG ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI
KLIEN MENURUT HUKUM ISLAM
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IB Sungguminasa
1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk
sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang
didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang
diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang
Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir
Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir
(Raja Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa
didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi”
(Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja
Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai
menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke
pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat
oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu
berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas
memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara
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turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang
keempat tahun 1956.
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk
sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang
didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang
diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang
Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir
Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir
(Raja Gowa ke XXXVI).
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut
oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu
sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama
Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat
Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-
perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan
tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.
41
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957
terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka
tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi
Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI
sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli)
yang tugasnya hanya sebagai do’a dan imam pada shalat i’ed. Keputusan
menteri agama nomor 87 tahun 1966, Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor
87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama /
Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan
tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah
Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei
1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama /
Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di
bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan
123 Desa.1
Pengadilan Agama Kelas IB Sungguminasa adalah pengadilan yang
telah berdiri selama 51 tahun tepatnya pada tanggl 29 mei 1967, dan telah
mengalami pergantian ketua pengadilan selama 14 kali.2 Ketua Pengadilan
Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun :
1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976)
1 Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.http://www.pa. sungguminasa.go .id/
index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=102. Diakses Pada Tanggal 07
Mei 2018, Pukul 23:01.
2 Agus Salim Razak, (45 Tahun), Panitera Muda, Wawancara, Gowa, 10 Agustus 2018.
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2. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir, (1976-1982)
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984)
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992)
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), ( - )
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995)
7. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998)
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003)
9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004)
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007)
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. (14 Des 2007 s/d 2012)
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015)
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017)
14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang)
2. Kondisi Geografis
Adapun kondisi Geografis atau letak geografis Kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa yaitu:
a. Letak astronomi gedung kantor : 5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT
b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) :
- Utara : Kota Makassar
- Selatan : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu
- Timur : Kecamatan Pattalassang
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- Barat : Kecamatan Pallangga
c. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut
d. Kota Sungguminasa beriklim tropis
3. Kondisi Demografis
a. Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak
617.317 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328
jiwa/km2
- Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%)
- Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%)
4. Visi dan Misi
Adapun Visi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:
- Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung
- Terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
yang Agung
Adapun misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:
- Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
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- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama
Sungguminasa




Ketua : Drs. Ahmad Nur, M.H.
Wakil Ketua : -
Hakim :
 Drs. Sahrul Fahmi, M.H.
 Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.
 Dra. Nurbaya
 Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.
 Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.
 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,
M.HI.
 Uten Tahir, S.HI., M.H.
Panitera : Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.
Sekretaris : Drs. Muhammad Amin, M.A.
Panitera Muda Gugatan : Dra. Nadirah
Panitera Muda Permohonan : Haerul Ahmad, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum : Agus Salim Razak, S.H., M.H.
Panitera Pengganti :  Dra. Hj. Musafirah, M.H.




 Drs. H. S. Ahmad Abbas
 Drs. H. Misi, S.Ag.
 Hj. St. Suhrah, BA
 Hasbiyah, S.H.
 Nur Intang, S.Ag.
 Muh. Sabir, S.H.
 Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.
 Dra. Jasrawati
 Muhammad Rustan, S.H.
 Ibrahim, S.H.
 Andi Tenri, S.Ag.
 Dra. Hj. Aisyah
 Achmad Tasit, S.H.
Jurusita :










: Verry Setya Widyatama, S.Kom.
Kasubbag Umum dan
Keuangan
: Bulgis Yusuf, S.HI., M.H.
Staf :
 Irwan Syarif, S.Ag., S.H., M.H.
 Andi Suryani M, S.Kom.
6. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
1. Perkawinan
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang
mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah,
antara lain:
Izin beristri lebih dari seorang;
a) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua
puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis




d) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
e) Pembatalan perkawinan;
f) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
g) Perceraian karena talak;
h) Gugatan perceraian;
i) Penyelesaian harta bersama;
j) Penguasaan anak-anak;
k) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
l) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
m) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
n) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
o) Pencabutan kekuasaan wali;
p) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan
seorang wali dicabut;
q) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur
18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
r) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di
bawah keuasaannya;
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s) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak
berdasarkan hukum Islam;
t) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan
perkawinan campuran;
u) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut
peraturan yang lain
b. Fungsi
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai
fungsi, antara lain sebagai berikut :
1. Fungsi mengadili (judicial power), Menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik
menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun
administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, Mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3
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Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum
kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor :
KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
(vidwe : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060.
5. Fungsi administrative, Menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor :
KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya :
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat
dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam
dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.3
3 Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.http://www.pa. sungguminasa.go .id/
index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=102. Diakses Pada Tanggal 07
Mei 2018, Pukul 23:01.
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B. Mekanisme Advokat dalam mendampingi Klien di pengadilan Agama
sungguminasa kelas 1B
Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Advokat. Advokat
adalah orang yang memberi jasa hukum, konsultan hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan
lain untuk kepentingan hukum klien,4 baik di dalam maupun di luar pengadilan,
yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang
Advokat, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003.
Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (officium nobile).5
Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang
didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh
kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah
lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilakuan kurang terhormat.
Adapun Mekanisme atau Tata cara seorang  Advokat dalam mendampingi
Klien dalam perkara perdata yaitu ada tiga tahapan penting yang seharusnya
dilakukan oleh seorang Advokat. Pertama adalah proses Konsultasi, Kedua upaya
mencari alternative penyelesaian sengketa dan Ketiga adalah proses hukum
(litigasi).6
1. Tahap Konsultasi merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam
hubungan antara Advokat dengan calon Klien. Tahap konsultasi ini berkaitan
erat dengan trust (kepercayaan) calon klien untuk memberikan, meminta jasa
4 Ridwan Lubis, Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat (Jakarta: 2005), h. 135.
5 Luhut Pangaribuan, Advokat and comtent of Court-Proses di Dewan kehormatan
Profesi, (Jakarta: Djambatan, L.t) h. 4
6Moelyadi.http://advokatmoelyadi.blogspot.com_/2016/02/teknik-dan-strategi-mendampi
ngi-klien.html. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2018, pukul 23:20.
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hukum dari seorang Advokat. Dalam tahap ini bagaimana seorang Advokat
dapat meyakinkan, piawai dan menguasai/memahami persoalan hukum yang
menimpa calon klien. Advokat tidaklah cukup hanya bergelar sarjana hukum,
seorang advokat kadang disebut sebagai “lawyer” atau ahli hukum. Artinya
pemahaman dan pengetahuannya tentang ilmu hukum harus lebih dari para
penegak hukum laiinya. Selain itu seorang Advokat harus memiliki integritas
yang tinggi, jujur, dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan dapat
menyelesaikan masalah yang menimpa Klien. Ukuran sederhana apakah
saudara berhasil meyakinkan dan menanamkan kepercayaan terhadap calon
klien adalah apabila setelah melakukan konsultasi dia merasa puas dan akan
memberikan surat kuasa untuk mengurus kepentingan hukumya.
2. Tahap kedua setelah Advokat menerima surat kuasa adalah mencari upaya
alternative penyelesaian sengketa. Tidak setiap permasalahn klien harus
dilakukan dengan penyelesaian melalui upaya hukum gugatan ke Pengadilan.
Salah satunya adalah dengan menempuh alternative dispute resolution (ADR)
atau alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa alternatif penyelesaian
sengketa yang dapat anda lakukan sebagai seorang Advokat antara lain :
Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase, yang pada intinya adalah
musyawarah dalam tradisi masyarakat kita. Pada tahap awal sebenarnya
seorang advokat sudah melalui tahap pertama dari ADR yaitu Konsultasi.
Karena ada kalanya hanya dengan melalui konsultasi permasalahan hukum
seorang Klien dapat diselesaikan.
Banyak manfaat yang diperoleh apabila anda sebagai seorang Advokat
mampu menyelesaikan persoalan klien tanpa harus melalui gugatan
pengadilan (litigasi). Antara lain : penyelesaian lebih sederhana, biaya yang
ditanggung klien tidak terlalu mahal, penyelesaian tidak memerlukan waktu
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yang panjang, meminimalisir kemungkinan salah satu pihak tersakiti akibat
kalah dalam perkara.
3. Tahap ketiga adalah tahap proses hukum pengadilan (litigasi). Proses
dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan
atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.
Tahap ini dapat ditempuh atau terpaksa harus ditempuh oleh seorang Advokat
apabila dua proses yang di atas tidak menghasilkan upaya penyelesaian yang
maksimal. Tahap ini diawali dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan
negeri setempat.
Tiga tahapan penting tersebut di jalankan oleh semua advokat yang
mendampingi klien di Pengadilan agama Sungguminasa kelas 1B, karna
tahapan ini merupakan pendampingan dalam perkara perdata. 7
Dalam melaksanakan tugasnya Seorang advokat juga membuat surat
gugatan sebagaimana yang di atur dalam hukum acara peradilan :
1. Gugatan (Surat Gugatan)
Pengertian gugatan sendiri adalah surat yang diajukan oleh Penggugat
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yang memuat tuntutan hak
didalamnya mengandung suatu sengketa, sekaligus merupakan dasar landasan
pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Seseroang
mengajukan gugatan atau tuntutan perdata terhadap seseorang yang lain
haruslah didasarkan atas alasan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang
kuat.
Dalam membuat surat gugatan adapun hal-hal yang menjadi alasan-
alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perdata yaitu atas dasar :
7 Must mahmud Basri, (28 Tahun). Advokat, wawancara, Gowa, 23 Juli 2018
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a. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
Perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan onrechtmatige daad
telah diatur dalam pasal 1365 BW yang selengkapnya berbunyi: “Setiap
perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang
timbul tersebut”.
Berdasarkan pasal tersebut diatas biasanya gugatan perbuatan melawan
hukum oleh Penggugat disertai dengan tuntutan ganti kerugian.
b. Ingkar/cedera janji (wanprestasi):
Wanprestasi timbul biasanya akibat dari suatu perikatan atau
perjanjian diantara para pihak. Apabila salah satu pihak ingkar janji dapat
dijadikan alasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan
tuntutan hukum. Wanprestasi dapat juga disebabkan karena tidak memenuhi
kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi
kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dalam hal terjadi
wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditur, maka kreditur dapat
menuntut untuk memenuhi perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti
rugi, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbale balik atau pembatalan
dengan ganti rugi. Pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk
mengajukan tuntutan/gugatan wanprestasi terdapat dalam buku ke III BW
tentang Perikatan. 8
Adapun dalam membuat sebuah gugatan seorang advokat harus
memperhatikan Syarat-syarat dalam sebuah gugatan atau materi gugatan yang
8 E. Sumaryono, Etika profesi HUKUM: Norma-norma bagi penegak Hukum
(Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 156
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secara khusus tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata, tetapi dalam prakteknya
terdiri dari :
1. Identitas para pihak berisi nama, alamat lengkap para pihak baik penggugat
maupun Tergugat. Gugatan terhadap badan hukum ditujukan kepada
Direktur kalau itu PT, Pengurus Yayasan, Pimpinan Koperasi.
2. Posita atau fundamentum petendie adalah dalil-dalil kongkret tentang
adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan-alasan dari
tuntutan yang menjelaskan duduk perkara. Dalam posita biasanya haruslah
berisi bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa hukumnya
(feitelijke gronden) serta bagian yang mendasari alasan hukum
(rechtsgronden).
3. Petitum adalah hal yang menjadi pokok tuntutan/permintaan dari Pengugat.
Formulasinya dalam bentuk permohonan kepada majelis hakim agar
dikabulkan tuntutan tersebut. Menurut pasal 8 R.v. petitum yang tidak jelas
atau tidak sempurna, dapat berakibat tidak diterimanya suatu gugatan. Oleh
karenanya pokok-pokok yang tituntut dalam petitum harus juga telah
dikemukan dalam posita.9
Adapun Seorang Advokat juga melakukan tahap proses pembuktian
di dalam persidangan yaitu Pembuktian merupakan inti dari perkara perdata
oleh karena berhasil/tidaknya suatu gugatan perdata tergantung dari
kekuatan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Pasal 164 HIR dan Pasal
284 Rbg jo pasal 1866BW menyebutkan ada 5 macam alat bukti yaitu :
Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.
Dalam pembuktian dikenal azas “audi et alteram partem”, pengajuan
bukti-bukti harus dilakukan didepan persidangan dan dihadiri oleh para
9 E. Sumaryono, Etika profesi HUKUM: Norma-norma bagi penegak Hukum, h. 158
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pihak. Hal-hal atau keadaan yang telah diketahui secara umum, atau
peristiwa-peristiwa yang pada umumnya sudah diketahui orang banyak
tidak perlu dibuktikan. Kemampuan anda untuk memilah dan memilih
bukti-bukti yang diajukan, kamampuan untuk mencari saksi-saksi yang
dapat menguatkan dalil gugatan atau menolak dalil, serta kemampuan untuk
menggali keterangan-keterangan saksi merupakan skill yang mutlak dimiliki
seorang Advokat.10
Berdasarkan hasil wawancara dari seorang Advokat Laode Maskur
terkait mekanisme advokat dalam mendampingi klien yaitu melihat perkara
yang di dihadapi klien apakah dalam gugatan tersebut bersifat permohonan
(tidak memiliki lawan) dan jika sifatnya adalah perkara (memiliki lawan)
maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan mediasi terlebih
dahulu untuk mendamaikan kedua belahpihak, karena bagi seorang Advokat
kedamaian adalah keadilan yang paling hakikih karena dapat di terimah oleh
kedua belahpihak jadi langkah pertma yang harus dilakukan adalah mediasi
jika tidak dapat melakukan mediasi maka selanjutkannya akan tetap
dilanjutkan ke Pendilan dengan mengkuti langkah hukum acara yang terjadi
mulai dari mediasi sampai tahap akhir yaitu putusan.11
C. Eksistensi dan wewenang advokat dalam Hukum Islam
Dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1987 tanggal 25
November 1987 bagi orang yang berprofesi sebagai Penasehat Hukum dibedakan
atas : (1) Advokat adalah penasehat hukum yang diangkat oleh Menteri
Kehakiman dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan praktek sebagai
10Moelyadi.http://advokatmoelyadi.blogspot.com_/2016/02/teknik-dan-strategi-mendampi
ngi-klien. tml. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2018, pukul 23:20.
11 Laode Maskur, (31 Tahun), Advokat, Wawancara, Gowa 28 Juli 2018.
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penasehat hukum di seluruh Indonesia. (2) Pengacara praktek adalah penasehat
hukum yang memperoleh hukum yang memperoleh izin praktek dari ketua
pengadilan tinggi untuk melakukan kegiatan praktek sebagai penasehat hukum di
wilayah pengadilan tinggi yang melakukan izin.12 Salah satu lembaga penegak
hukum di Indonesia yaitu Advokat. Advokat adalah orang yang memberi jasa
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Advokat.13 Jasa hukum adalah
jasa yang diberikan kepada seorang advokat berupa konsultasi hukum, bantuan
hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.14
Eksistensi Advokat di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat dalam mendampingi terdakwa adalah memberikan bantuan
hukum kepada terdakwa, baik diluar persidangan maupun pada forum pengadilan:
yaitu dapat di katakan sebagai wakil dalam beracara maupun tidak atau
memberikan jalan yang harus ditempuh ketika seseorang tersangkut perkara di
pengadilan. Di dalam hukum Islam eksistensi Advokat telah ada di zaman Nabi
Musa a.s, dalam Qs. Qasas: 33-35
             
                 
                   
       
12 H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Pres,
2004), h. 158.
13 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat BAB I
Pasal 1 (1).




“Musa berkata: “Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh
seorang manusia dari golongan mereka, Maka aku takut mereka akan
membunuhku. Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku,
Maka utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan
(perkata-an)ku; Sesungguhnya Aku khawatir mereka akan
mendustakanku”. Allah berfirman: “Kami akan membantumu dengan
saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar,
maka mereka tidak dapat mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua)
dengan membawa mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti
kamulah yang akan menang.”15
Tatkala Allah swt memerintahkan Nabi Musa as, dimana Ia keluar dari
negeri Mesir guna melarikan diri darinya karena takut akan kekejamannya, “ Ya
Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan
mereka” yaitu seorang laki-laki Qitbih, “Maka aku takut mereka akan
membunuhku” yaitu jika mereka melihatku. “Dan saudaraku Harun Dia lebih
fasih lidahnya daripadaku” dikarenakan Nabi Musa as, tidak begitu lancar
berbicara, hal tersebut terjdi padanya dimana ia memakan sebuah bara api yang
diletakkan di mulutnya saat Ia diminta antara bara, kurma, dan permata. Maka ia
pun mengambil bara api dan meletakkan di mulutnya, hingga terjadi kesulitan
berbicara baginya. “ Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku,
Maka utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkta-
an)ku;”, yaitu Menteri, pendukung dan pembantu urusan ku yang dapat
membenarkan tentang apa yang aku katakan dan kabarkan dari Allah swt, karena
berita yang disampaikan dua orang lebih mengena dalam jiwa dibandingkan berita
yang disampaikan satu orang.16
15 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang:
Toha Putra, 1998), h. 389.
16 Dr. Abdullah Bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, (Cet 1; Jakarta: Pustaka Imam
Asy-Syafi’i), h. 274.
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Seorang Advokat sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 18 tahun 2003 memiliki tugas dan wewenang sebagai penegak hukum
yaitu membantu klien dalam persidangan serta memberikan pengetahuan
mengenai proses persidangan di pengadilan yang akan ia lakukan, atau mewakili
secara keseluruhan dalam persidangan.  Dan dalam wewenangnya berdasrkan
tinjauan hukum islam seorang Advokat sebagai penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya sesuai dalam firman Allah swt Q.s Al-Maidah: 8
                
                 
     
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”17
    “Hai orang-orang yang beriman   Firman-Nya
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah” maksudnya, jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah swt,
bukan karena manusia atau mencari popularitas, dan jadilah kalian “saksi dengan
adil” maksudnya secara adil bukan curang.18 Dengan demikian seorang Advokat
menjalaskan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari hukum islam karena
sebagai penegak hukum profesi advokat terikat dengan prinsip kebenaran dan
keadilan yg harus dilakukan atau seorang adokat sebagai penegak hukum dalam
17 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 108.
18 Dr. Abdullah Bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, (Cet 2; Jakarta: Pustaka Imam
Asy-Syafi’i), h. 45.
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menyelesaikan suatu kuasakannya perkara yang di.
Dapat dilihat juga dari prinsip tolong-menolong berdasarkan firman Allah swt,
 َْﲔَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ ٌةَﻮْﺧِإ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﺎ ﱠﳕِإ َنﻮَُﲪْﺮُـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘـﱠﺗاَو ْﻢُﻜْﻳَﻮَﺧَأ
Terjemahnya:
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu
damaikanlah antara saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada
Allah agar kamu mendapat rahmat.” 19
Dalam ayat ini menjelaskan Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah
saudara dalam seagama karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian,
apabila mereka berdua bersengketa. Menurut qiraat yang lain dibaca Ikhwatikum,
artinya saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian
mendapat rahmat.20 Sehingga ayat tersebut menyatakan bahwa seorang mukmin
semuanya bersaudara sehingga kita sebagai seorang mukmin harus saling tolong
menolong, bantu-membantu dalam menwujudkan perdamaian, sehingga
berdasarkan dari penjelasan ayat Advokat menjalankan profesinya sebagai
penegak hukum sekaligus membantu seseorang (kliennya) dalam menyelesaikan
suatu perkaranya baik melalui letigasi maupun non letigasi.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan seorang
yang berprofesi Advokat, Andi Mattalatta, S.H., M.H. mengatakan bahwa seorang
advokat menjalaskan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang nomor 18
tahun 2003 tentang advokat yaitu seorang advokat bertanggung jawab membela
perkara di dalam persidangan, dan sebagai seorang advokat yang di kenal dengan
julukan profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), maka seorang
advokat memiliki tanggung jawab yang besar terhadap suatu perkara yang di
19 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 217.
20 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an Vol. 4
(Jakarta: Lentera Hati,2002) h. 122.
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kuasakannya dan berdasarkan pasal 22 ayat 1 juga menjelaskan bahwa seorang
advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari
keadilan yang tidak mampu. Dengan hal tersebut maka, seorang advokat tugas dan
wewenangnya tidak terlepas dari hukum Islam.21
Dalam Islam, bertindak membela sejalan dengan makna Al-quran dasar
kerjanya dapat dilihat dan diteliti dari komitmennya yang menganjurkan agar
selalu bersama-sama dengan kaum du’afa (lemah) dan mustad’afin (teraniaya),
sebagaimana dalam ayat Al-Quran ditegaskan Qs. An-Nisa: 75.
 َو ِءﺎﺴﱢﻨﻟاَو ِلﺎﺟ ﱢﺮﻟا َﻦِﻣ َﻦِﯿﻔَﻌْﻀَﺘْﺴُﻤْﻟاَو ِ ﱠﷲ ِﻞِﯿﺒَﺳ ِﻲﻓ َنُﻮِﻠﺗﺎُﻘﺗ َﻻ ْﻢَُﻜﻟ ﺎﻣَو َﻦﯾِﺬﱠﻟا ِناﺪْﻟِﻮْﻟا
 ْﻞَﻌْﺟاَو ًّﺎِﯿﻟَو َﻚْﻧَُﺪﻟ ْﻦِﻣ ﺎَﻨﻟ ْﻞَﻌْﺟاَو ﺎُﮭﻠَْھأ ِِﻢﻟﺎﱠﻈﻟا َِﺔﯾَْﺮﻘْﻟا ِهِﺬھ ْﻦِﻣ ﺎﻨْﺟِﺮَْﺧأ ﺎﻨﱠﺑَر َنُﻮﻟُﻮَﻘﯾ
 ًاﺮﯿِﺼَﻧ َﻚْﻧَُﺪﻟ ْﻦِﻣ ﺎَﻨﻟ22
Terjemahannya:
Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-
orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang
semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah)
yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah
kami penolong dari sisi Engkau!”.
Berdasarkan ayat di atas, dipahami bahwa tujuan pemihakan, kepada
kedua golongan ini kerena prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak
dijunjung tinggi. Mempertegas prihal pembelaan tersebut, sebagaimana.
Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Sahiha l-Bukhori, Kitab Mazalim, Bab
A'i nAkhaka Zali man au Mazluman (Beirut: Dar al-fikr, t. t.) III: 456. berikut :
Makna yang terkandung dalam hadis di atas, adalah bahwa sebagai sesama
21 Andi Mattalattta , (36 Tahun), Advokat, Wawancara, Gowa, 28 Juli 2018.
22 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang:
Toha Putra, 1998), h. 105.
62
manusia, dituntut untuk memberikan pertolongan kepada seama, meskipun ia
salah “dianggap salah”, hanya saja bukan lantas kealahannya dibela, tetapi lebih
ditekankan kepada pengawasan dan keberlakuan hukum sebagaimana mestinya
sehingga tidaklah seseorang yang karena kesalahannya mendapat hukuman lebih
berat daripada yang ia lakukan.
D. Analisis tentang Eksistensi Advokat dalam mendampingi Klien
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
yang dibentuk pada 5 April 2003, yang menjelaskan bahwa lembaga Advokat
disejajarkan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan
Polisi. Advokat dikenal dengan profesi terhormat (officium nobile). Dalam
menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan
kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada
kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya
sikap-sikap tidak tepuji dan berperilakuan kurang terhormat.
Di Pengadilan Agama kelas IB Sungguminasa keberadaan Advokat
semakin di minati oleh masyarakat untuk digunakan jasanya dalam bantuan
hukum, tercatat pada tahun 2017 dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan
Agama Sungguminasa yang menggunakan jasa Advokat sebanyak 142 Perkara
dari jumlah perkara sebanyak 158 perkara dan yang menggunakan perwakilan
Insidentil atau keluarga sebanyak 16 perkara. Sehingga hal tersebut sebagai
motivasi bagi seorang Advokat untuk mengangkat derajatnya dalam profesi
tersebut, sebab Seseorang yang melimpahkan kasusnya kepada seorang Advokat
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berarti telah memiki kepercayaan lebih kepada seorang Advokat dalam
menyelesaikan perkaranya dengan Adil sebagai penegak hukum, selain itu karena
setiap individu memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan di Indonesia
sendiri menganut sistem persamaan didepan hukum. Sistem ini menjelaskan
bahwa semua orang dipersamakan di depan hukum baik dari suku, bahasa,
keddukan, warna kulit, maupun dari segi materi. Disinilah dibutuhkan seorang
Advokat yang akan memberikan bantuan hukumnya bagi orang-orang yang
membutuhkannya sesuai dengan kode etik yang telah diatur dalam undang-undang
tentang Advokat.
Dalam aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
yang memposisikan seorang advokat sebagai penegak hukum, karena seorang
advokat akan bisa membantu proses penegakan hukum dan menjamin hak-hak
masyarakat. Dengan adanya advokat sebagai penegak hukum akan mampu
menjadi tempat bagi seseorang dalam menyelesaikan kasus dan perkaranya, dan
sebagai tempat advokasi masyarakat atas kedzaliman pemerintah dalam hal
penegakan hukum. Sehingga hal tersebut harus dibarengi dengan penjagaan
kualitas advokat sebagai penegak hukum. Selain memperketat penjagaan kualitas
advokat sebagai penegak hukum , yang perlu diperhatikan adalah sistem
wewenang advokat dalam menyelesaikan suatu perkaranya di pengadilan dan
mengedepankan Hak dan kewajibannya sebagai penegak hukum.
Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan baha status
advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak
hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Hamun status
advokat selain bermakna sebagai penegak hukum, juga bermakna sebagai profesi.
Oleh karenanya sering terjadi benturan kepentingan antara keduanya. Apakah
statusnya sebagai penegak hukum sama dengan penegak hukum lainnya, ataukah
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beda. Ketentuan pasal 5 UU Advokat tersebut memang  telah merinci kedudukan
dan wewenang advokat sebagai penegak hukum. Akan tetapi, timbul masalah
apakah advokat/pengacara hanya harus membela kepentingan klien saja sehingga
walaupun dia tahu bahwa kliennya salah, ia akan melakukan apa saja yang
dibolehkan agar putusan hakim tidak akan merugikan klien, ataukah tugas advokat
sama dengan tugas hakim atau penegak hukum lainnya yaitu menegakkan hukum
demi kepentingan umum dengan menyandang predikat penegak hukum. Sehingga
konsekuensinya, advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi





Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Mekanisme Advokat dalam menyelesaikan suatu perkara hendaknya dalam
mendampingi Klien dalam perkara perdata yaitu ada tiga tahapan penting
yang seharusnya dilakukan oleh seorang Advokat, yaitu:
a. proses Konsultasi, adalah suatu bentuk hubungan tolong menolong yang
dilakukan oleh seorang profesional (konsultan) kepada konsultee (keluarga
atau individu) dalam hubungannya menyelesaikan masalah. Tahap konsultasi
merupakan tahap awal yang sangat penting dalam membentuk hubungan
persaudaraan antara Advokat dengan calon Klien.
b. setelah Advokat menerima surat kuasa dalam upaya mencari alternative
penyelesaian sengketa, ada empat hal yang dapat dilakukan oleh seorang
Advokat antara lain: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, yang pada
intinya adalah melakukan musyawarah pada masyarakat.
c. proses hukum (litigasi) yaitu tahap yang dapat ditempuh atau terpaksa
harus ditempuh oleh seorang Advokat apabila dua proses yang diatas tidak
menghasilkan upaya penyelesaian yang maksimal. Dan dalam menyelesaikan
perkara hendaknya mencari jalan perdamaian sebagai jalan atau tujuan
utamanya.
2. Dalam pandangan hukum Islam terhadap Eksistensi Advokat telah ada di
zaman Nabi Musa a.s, dalam Qs. Qasas: 33-35. Eksistensi Advokat akhir-
akhir ini telah menunjukan kemajuan yang ditandai dengan banyaknya yang
menggunakan jasa Advokat di Pengadilan Agama kelas IB Sungguminasa
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pada tahun 2017 tercatat sebanyak 142 Perkara dari 158 perkara, dan yang
menggunakan perwakilan Isidentil atau keluarga sebanyak 16 perkara. Dalam
wewenangnya berdasarkan tinjauan hukum Islam seorang Advokat sebagai
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dalam firman Allah swt
Q.s Al-Maidah: 8 dengan prinsip kebenaran dan keadilan yaitu sebagai
penegak hukum membantu klien dalam persidangan serta memberikan
pengetahuan mengenai proses persidangan di pengadilan yang akan ia
lakukan, atau mewakili secara keseluruhan dalam persidangan, bekerja
membantu memberikan hak bagi  kliennya dan berusaha menempatkan
hukuman yang sesuai dengan kesalahannya serta menerapkan prinsip tolong
menolong berdasrkan kewajiban seorang Advokat yaitu memberikan bantuan
hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat dhu’afa (miskin) sehingga hal
tersebut sejalan dengan Q.s Al-Hujrat:10.
B. Implikasi Penelitian
1. Bagi Pemerintah, meningkatkan profesionalisme kerja kelembagaan
penegak hukum yang benar-benar profesional dalam wilayah
kewenangannya di tengah-tengah kehidupan. Dan untuk memperkecil
kontroversi negatif kepada aparat penegak hukum terutama advokat,
kiranya dalam membantu menangani, mengontrol, dan mencari keadilan
membantu mengembalikan hak-hak seseorang yang sebagaimana mestinya
dan dibutuhkan pembentukan lembaga pengawas yang mengawasi
Advokat di seluruh organisasi Advokat yang ada di Indonesia secara
Nasional agar meminimalisir terjadinya penyelewengan yang dilakukan
oleh Advokat terhadap kewajibannnya di dalam profesinya sebagai
penegak hukum, dan jika memang di temukan yang penyelewengan dari
kewajibannya dan kode etik yang sesuai dengan undang-undang tentang
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Advokat maka harus diberikan sanksi yang berat agar tidak terjadi
penyeleweng yang dilakukan oleh seorang Advokat.
2. Bagi masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,
sudah jelas dikatakan bahwa seorang Advokat sebagai lembaga penegak
hukum yang sejajar, dengan Hakim, Jaksa, dan Polisi, yang bebas dan
mandiri yang memiliki wilayah kerja yang tidak dibatasi. Maka tidak perlu
diragukan lagi bahwa seorang Advokat bisa membantu masyarakat dalam
memecahkan masalah yang dihadapinya dalam bidang perdata untuk
menjamin hak-haknya. Tetapi biasa kita temukan dalam praktiknya, ada
beberapa Advokat yang menyeleweng dari kewajibannya dan kode
etiknya, yang menyebabkan kesimpangsiuran di masyarakat, Tapi perlu di
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